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WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA KENDARI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayvat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKFD);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kendari Tahun 2021;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 1[I Kendan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286/,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistemn
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};



c.

10.

11,

12.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomaor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahn Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Ewvaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Numor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelavanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14, Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 390);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019
Nomeor 9);

16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun
2016 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari
(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Kendari Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari
(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomar 10);

18. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Kendari Tahun 2017 — 2022, (Lembaran Daerah Kota Kendari
Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2021.



Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

10.

il

12.

13

Daerah adalah Kota Kendari.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.

Walikota adalah Walikota Kendari.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat
daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran dan/atau barang.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang
melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunar, pengendalian, dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota Kendari.

Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Percncanaan Pembangunan Daerah Kota
Kendari.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari Tahun 2005-2025
selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2017-
2022 selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana
pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen tahunan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RKA-PD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Kendari yang berisi
program dan kegiatan Perangkat Daerah serta pagu anggaran sementara di
dasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS).

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja selanjutnya disebut KUA-APBD
adalah dokumen vang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disebut PPAS adalah

rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yvang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk sctiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-PD sebelum disepakati oleh DPRD.



14,

13.

1)

2)

3)

1)

2)

1)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang
adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencang
pembangunan daerah.

RKPD Tahun 2021 adalah Dokumen Perencanaan Daerah yang mulai berlaku
pada tanggal diundangkan dalam Peraturan Walikota Kendari sampai dengan
tanggal 31 Desember 2021 dan merupakan penjabaran dari RPJMD.

Pasal 2
RKPD Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2021 yang dimulai pada tanggal ! Januari
2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai
berikut :
Bab 1 : Pendahuluan :
Babll : Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab Il : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
Bab V. : Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Bab VI : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
Bab VIl : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Bab VIII : Penutup
Naskah RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam
lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Walikota ini.

Pasal 3
RKPD Tahun 2021 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran RPJMD Kota
Kendari Tahun 2017-2022, arah kebijakan dan isu strategis RKPD Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2021 serta arah kebijakan dan isu strategis RKP
Nasional Tahun 2021.
RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pedoman bagi
OPD dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021,

Pasal 4
Pemerintah Daerah menyusun RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, juga melakukan pemetaan program dan kegiatan sesual dengan
klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan.



2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara

hasil pemetaan termuat dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang

tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

3) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan dalam
penyusunan KUA Tahun Anggaran 2021 dan PPAS Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari,

PARAE KOORD:

NASI |

NO.| INSTALASH/ UNIT ALRJA

PARAF

P
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Diundangkan di Kendari

2020

pada tanggal 20 - 7T -
SEEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI

_/luaum

Hj. NAHWA UMAR

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 20 - T - 2020
WALIKOTA KENDARI,

B

‘ BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR 36
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